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ABSTRAK

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL, DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
FRAUD CONTROL PLAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA
PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Evi Ratnawati Setyaningsih

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia,
sistem pengendalian internal, dan pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah dengan Fraud Control Plan (FCP) sebagai variabel moderasi. Penelitian
ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya kasus korupsi di sektor pemerintahan yang
mengindikasikan lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.
Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis regresi
moderasi. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada pegawai bagian
akuntansi dan pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di
Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya
manusia, sistem pengendalian internal, dan pengawasan internal berpengaruh positif
terhadap kualitas laporan keuangan. Fraud Control Plan secara signifikan memoderasi
pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan internal terhadap kualitas
laporan keuangan, namun tidak memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal
dan kualitas laporan keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kompetensi
SDM dan sistem pengawasan yang ketat, didukung oleh strategi Fraud Control Plan, dapat
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah
daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dalam
meningkatkan kualitas SDM, memperkuat sistem pengawasan internal, serta
mengoptimalkan Fraud Control Plan untuk memitigasi risiko kecurangan.

Kata Kunci: Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Internal, Pengawasan Internal,
Kualitas Laporan Keuangan, Fraud Control Plan
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ABSTRACT

THE EFFECT OF HUMAN RESOURCE COMPETENCE, INTERNAL
CONTROL SYSTEM, AND INTERNAL SUPERVISION ON THE QUALITY OF
LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS WITH FRAUD CONTROL
PLAN AS A MODERATING VARIABLE IN LOCAL GOVERNMENTS OF
LAMPUNG PROVINCE

By
Evi Ratnawati Setyaningsih

This study aims to analyze the effect of human resource competence, internal control
systems, and internal supervision on the quality of local government financial reports, with
the Fraud Control Plan (FCP) as a moderating variable. This research is motivated by the
high incidence of corruption in the government sector, indicating weak transparency and
accountability in financial reporting. The study employs a quantitative method using a
moderated regression analysis technique. Data were collected through questionnaires
distributed to accounting and financial reporting staff at the Regional Financial and Asset
Management Agency (BPKAD) in Lampung Province. The results indicate that human
resource competence, internal control systems, and internal supervision positively affect
the quality of financial reports. The Fraud Control Plan significantly moderates the effect
of human resource competence and internal supervision on financial report quality but does
not moderate the relationship between internal control systems and financial report quality.
These findings suggest that strengthening human resource competence and a rigorous
supervision system, supported by fraud prevention strategies, can enhance transparency
and accountability in local government financial reporting. Therefore, a more
comprehensive policy is needed to improve human resource quality, reinforce internal
supervision systems, and optimize the Fraud Control Plan to mitigate fraud risks.

Keywords: Human Resource Competence, Internal Control System, Internal Supervision,
Financial Report Quality, Fraud Control Plan
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BAB |I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, terdapat 4 (empat) kriteria atau prasyarat normatif yang diperlukan
agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.
Keempat kriteria tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat
dipahami. Penelitian ini dilakukan berdasarkan masih tingginya masalah tentang
kasus korupsi di Indonesia. Dari beberapa fenomena tersebut di bawah ini
menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia

masih rendah.

Hasil survei Indonesia Corruption Watch (ICW) menerangkan bahwa masih
banyak tindakan korupsi di Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya.
Menurut indeks persepsi korupsi atau Corruption Perceptions Index (CPI) 2023,
Indonesia mendapatkan skor 34 dalam skala penilaian 0-100. Angka ini
menunjukkan korupsi di Indonesia masih sangat tinggi dibandingkan rata-rata
global yang hanya berada pada angka 43. Dengan skor tersebut, Indonesia
menempati peringkat 65 terburuk soal korupsi dari total 180 negara yang dinilai
(detik.com,2023)

Menurut data ICW terdapat 579 kasus korupsi di Indonesia tahun 2022. Jumlah ini
meningkat 8,63% dari tahun sebelumnya. Kasus korupsi utilitas di sektor
pemerintahan sebanyak 54 kasus dan kasus paling banyak sejumlah 155 kasus
terjadi di sektor desa. Masih tingginya kasus korupsi di sektor pemerintahan
mengakibatkan kerugian secara keuangan. Korupsi sebagai suatu tindakan
kecurangan dapat terjadi dalam laporan keuangan. Dari data tersebut dapat
disimpulkan bahwa laporan keuangan berkualitas sangat penting untuk mendukung
kinerja pemerintahan yang baik. Dengan demikian pemerintah bertanggung jawab
untuk bisa menyajikan laporan keuangan yang relevan, bisa diandalkan dan

dipercaya serta bebas dari penipuan dan kecurangan.
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Jumlah penindakan kasus korupsi di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.

1600+ Jumlah Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia
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Sumber: Datalndonesia.id Indonesia Corruption Watch (ICW) Tahun 2022

Gambar 1.1 Jumlah Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022
terdapat gambaran hasil pemeriksaan BPK mengenai pertanggungjawaban laporan
keuangan dan laporan kinerja. BPK Provinsi Lampung melakukan 27 pemeriksaan
yang terdiri dari 16 pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),
5 pemeriksaan kinerja dan 6 pemeriksaan atas tujuan tertentu.

Secara lebih terperinci, BPK Perwakilan Provinsi Lampung mengungkapkan 342
temuan terdiri dari 569 permasalahan, meliputi permasalahan ketidakpatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta 74 permasalahan
ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Dari permasalahan di atas
menunjukkan  adanya permasalahan yang  mengakibatkan  kerugian,
penyimpangan administrasi dan permasalahan lemahnya (SPI) Sistem

Pengendalian Internal yang berarti bahwa menurunnya kualitas laporan keuangan
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pemerintah daerah. Adanya permasalahan ketidakpatuhan dan lemahnya SPI

mengindikasikan adanya tindakan kecurangan (fraud).

Tabel 1.1 Hasil Pemeriksaan BPK Provinsi Lampung terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022

Sumber: IHPD BPK Provinsi Lampung Tahun 2022

No | Permasalahan Prosentase Jumlah Kerugian
Masalah
1 | Permasalahan ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang- | 86,99 % Rp 90,27 miliar
Undangan
a. Kerugian 39,80 % Rp 68,96 miliar
b. Potensi kerugian 6,67 % Rp 14,39 miliar
c. Kekurangan penerimaan 5,86% Rp 6,90 miliar
d. Penyimpangan administrasi 12,53% 0,00
e. Kelemahan SPI 35,13% 0,00
2 | Permasalahan ketidakhematan,
ketidakefisienan dan ketidakefektifan 13,01% Rp 1,91 miliar

UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi mendefinisikan korupsi sebagai tindakan melawan hukum yang
dilakukan oleh seseorang atau korporasi untuk memperkaya diri sendiri, orang lain,
atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara. Menurut BPK Korupsi, seperti mark-up harga, pengadaan barang/jasa
fiktif, dan penyalahgunaan anggaran, dapat menyebabkan laporan keuangan
menjadi tidak akurat dan menyesatkan. Korupsi sistemik telah merusak
persyaratan mendasar tata kelola pemerintahan yang baik, karena bertentangan

dengan prinsip-prinsip negara hukum (Kuntadi,2023).

Laporan keuangan yang berkualitas masih menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan
Kinerja pemerintah daerah. Namun faktanya terjadi penurunan kualitas laporan
keuangan di beberapa tahun terakhir. Hal ini terungkap pada laporan BPK pada
IHPD laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Masih ditemukan
beberapa tindakan kecurangan, korupsi, lemahnya tata kelola yaitu permasalahan
ketidakpatuhan, lemahnya (SPI) Sistem Pengendalian Internal dan masalah
ketidakefektifan dan ketidakefisienan pada IHPD laporan keuangan pemerintah

daerah.
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh research gap pada beberapa penelitian
terdahulu. Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa
kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan
keuangan (Roreng dkk, 2021). Kolit dkk (2023) dalam penelitiannya menunjukkan
bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah. Namun Alminanda (2018) dan Arifudin (2019)
menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Widaryani dkk (2020), Rahmawati dkk (2022), dan Alminanda (2018) menyatakan
bahwa SPI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Omoregio
(2020) menemukan bahwa pengendalian internal memiliki hubungan negatif yang
signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Wonar (2018) menemukan
bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud.
Manik (2020) menemukan bahwa pencegahan fraud akuntansi berpengaruh
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Indriani (2021) menemukan bahwa
pengawasan internal berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan
daerah melalui pencegahan fraud. Pencapaian laporan keuangan yang berkualitas
dapat terhambat dengan adanya risiko terjadinya fraud. Untuk mengurangi risiko
fraud tersebut perlu melibatkan upaya pendeteksian dan pencegahan (Jans et al.,
2010).

Adanya perbedaan dari hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa masih
adanya research gap penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas
laporan keuangan. Perbedaan hasil penelitian mengenai faktor-faktor penelitian ini
dengan penelitian terdahulu adalah dengan menggunakan fraud sebagai variabel
moderasi. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah salah satunya yaitu kompetensi
sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dan
pengawasan intern. Namun faktor-faktor tersebut apakah menjadi lebih

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan apabila dengan adanya variabel
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moderasi, yaitu Fraud Control Plan (FCP). Pencegahan fraud dengan Fraud
Control Plan memberi pengaruh yang lebih besar terhadap kualitas laporan
keuangan daerah. Artinya semakin berhasil Fraud Control Plan maka kualitas

laporan keuangan daerah semakin meningkat.

Penelitian ini dilakukan sebagai pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan
oleh Bagjana (2021) dengan menambahkan variabel pengawasan internal dan
menambahkan variabel moderasi FCP. Alminanda (2018) dengan mengubah
variabel moderasi komitmen organisasi menjadi FCP dan merubah variabel
independent pemanfaatan teknologi dengan pengawasan internal. Manik (2020)
dengan menambahkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan
dan menjadikan FCP sebagai variabel moderasi. Dalam penelitian tersebut perlu

untuk dilakukan pengembangan populasi penelitian ke tingkat provinsi.

Penelitian ini menambahkan variabel Fraud Control Plan sebagai pemoderasi. FCP
menurut BPKP membantu menciptakan budaya organisasi yang anti-korupsi,
meningkatkan kapabilitas pengelolaan risiko fraud, serta membangun sistem bagi
pegawai untuk mencegah kecurangan. Hal ini didasarkan pada Peraturan
Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, ada 4
(empat) kriteria atau prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan
pemerintah berkualitas yaitu; andal, relevan, dapat dipahami dan dapat

dibandingkan.

Menurut IASB (2010), dua karakteristik kualitatif utama informasi dalam laporan
keuangan adalah relevansi dan representasi yang akurat. Relevansi berarti bahwa
informasi memiliki nilai prediktif atau konfirmatif. Artinya, informasi membantu
pengguna untuk memprediksi hasil di masa mendatang, misalnya laba di masa
mendatang, atau dapat mengonfirmasi atau membantah prediksi sebelumnya.
Representasi yang akurat berarti penggambaran yang lengkap, netral, dan bebas
dari kesalahan. Oleh karena itu laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan
yang sesuai dan benar dengan keadaan yang sesungguhnya dan tidak ada

penyimpangan laporan keuangan, atau tindakan kecurangan (fraud).
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Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian
internal pemerintah, pengawasan internal dan kualitas laporan keuangan. Tujuan
lainnya adalah untuk menganalisis pengarun SDM, sistem pengendalian internal
pemerintah, pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan dengan

dimoderasi oleh Fraud Control Plan.

Menurut Manik dan Kusasi (2019) dan Noholo (2021) menerangkan bahwa Fraud
Control Plan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan
menurut Tagora dan Putriana (2022), manajemen perlu merancang dan menerapkan
strategi pencegahan fraud dan menyusun kebijakan anti-fraud melalui Fraud
Control Plan. Tindakan manajemen untuk mencegah kecurangan merupakan
perilaku yang didasari oleh niat manajemen untuk menerapkan Fraud Control Plan

untuk mencegah terjadinya kecurangan, Suhendro dan Sembiring (2023).

BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah memperoleh mandat
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 untuk melakukan pembinaan
terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Ada beberapa cara
untuk melakukan pencegahan fraud didasarkan pada teori dan penelitian yang ada.
Fraud Control Plan yang dikemukakan oleh BPKP tahun 2017 lebih mudah
diadaptasikan karena lebih dekat dengan pengawasnya sehingga dapat dikendalikan
dalam praktiknya. Melakukan Fraud Control Plan lebih dini dinilai lebih efektif
dan efisien dari pada tindakan represif. Fungsi utama Fraud Control Plan menurut
BPKP adalah sebagai strategi pengendalian kecurangan yang komprehensif, yang
dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons kejadian yang

mengindikasikan adanya kecurangan di dalam suatu organisasi.

Upaya pencegahan dengan Fraud Control Plan dapat mencegah kerugian negara
yang lebih besar dan reputasi organisasi dan individu yang rusak. Sehingga penulis
tertarik memasukkan variabel Fraud Control Plan sebagai variabel moderasi dalam
faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Menurut beberapa
fenomena di atas penulis ingin membuat penelitian yang berkaitan dengan
“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya, Sistem Pengendalian Internal, dan

Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
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dengan Fraud Control Plan Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah

Di Provinsi Lampung”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang

akan diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas
laporan keuangan?

2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan
keuangan?

3. Apakah pengawasan internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

4. Apakah Fraud Control Plan dapat memoderasi pengaruh antara kompetensi
sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan?

5. Apakah fraud control plan dapat memoderasi pengaruh antara sistem
pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan?

6. Apakah Fraud Control Plan dapat memoderasi pengaruh antara pengawasan

internal dengan kualitas laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya,

Adapun tujuan dari permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas
laporan keuangan.

2. Menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan
keuangan.

3. Menganalisis pengaruh pengawasan internal terhadap kualitas laporan
keuangan.

4. Menganalisis pengaruh Fraud Control Plan terhadap hubungan antara
kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan.

5. Menganalisis pengaruh Fraud Control Plan terhadap hubungan antara sistem

pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan.
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6. Mengidentifikasi pengaruh fraud control plan terhadap hubungan antara

pengawasan internal dengan kualitas laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat

bermanfaat yakni:
1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat untuk mengkonfirmasi dan memperkaya
teori stewardship. Menjelaskan secara literatur dan pengetahuan mengenai
kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan pengawasan
internal, terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan Fraud
Control Plan sebagai variabel moderasi pada Pemerintah Daerah di Provinsi

Lampung.
1.4.2 Manfaat Empiris

Penelitian ini melengkapi penelitian-penelitian terdahulu tentang kompetensi
sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan pengawasan internal,
terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan Fraud Control Plan

sebagai variabel moderasi pada Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung.
1.4.3 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada pihak pemerintah
daerah/kota untuk mengevaluasi laporan keuangan dan menjadi masukan dalam
menentukan kebijakan meningkatkan kualitas laporan keuangan di masa depan.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan
keputusan yang tepat oleh lembaga pemerintah, lembaga internasional, maupun
lembaga publik lainnya dalam mengelola meningkatkan kapasitas sumber daya
manusia, sistem pengawasan internal pemerintahan, pengawasan internal dan
Fraud Control Plan guna mencapai kesejahteraan rakyat dengan mengurangi dan

mencegah tindak korupsi.



1.5 Keterbaruan Penelitian

Keterbaruan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel moderasi Fraud Control Plan termasuk belum dilakukan dalam
penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan
keuangan. Adanya variabel Fraud Control Plan sebagai variabel moderasi
apakah memperkuat atau memperlemah variabel dependen dan variabel
independen dalam penelitian ini.

2. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan
berkembang dari penelitian sebelumnya Manik (2019) tetapi juga dengan
menambah variasi metode yang memungkinkan menggunakan Google Form
dalam mengumpulkan data. Roreng (2021) dengan menambahkan variabel
SPI dan pengawasan internal. Alminanda(2018) dengan mengganti variabel
moderasi komitmen organisasi menjadi FCP dan merubah variabel pemanfaatan
teknologi dengan pengawasan internal. Rahmawati (2022) dengan
menambahkan variabel SPI, pengawasan intern, dan menambah variabel
moderasi Fraud Control Plan..

3. Populasi penelitian adalah pegawai SKPD berkembang dari penelitian
sebelumnya Rahmawati (2022) dan Roreng (2021) dengan menambahkan

pengembangan populasi penelitian ke tingkat provinsi.



BAB Il. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stewardship

Teori stewardship pertama kali dicetuskan oleh Davis dan Donaldson (1991). Teori
stewardship memiliki akar psikologis yang dirancang untuk menjelaskan ketika
manajer sebagai steward bertindak untuk kepentingan pemilik. Dalam teori ini
digambarkan situasi ketika para manajemen tidak dimotivasi oleh tujuan individu
tetapi ditujukan pada sasaran hasil utama yaitu kepentingan organisasi. Pendapat
penting dari stewardship yaitu manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan
pemilik, tetapi demikian bukan berarti steward tidak memiliki kebutuhan hidup
(Raharjo, 2007).

Teori stewardship merupakan salah satu pandangan baru tentang cara mengelola
organisasi dan personel-personel yang terkait di dalamnya. Konsep
kebersamaan (collectivity), kemitraan, pemberdayaan (empowerment), dan saling
percaya serta pelayanan adalah konsep-konsep yang dikembangkan dalam
pendekatan ini. Membentuk sikap yang mengarahkan pada teori stewardship
sebagai salah satu pendekatan dalam pengelolaan organisasi diharapkan dapat
mengatasi isu-isu yang berhubungan dengan corporate governance dan good

corporate governance (Rahman, 2001).

Stewardship merupakan suatu pandangan baru tentang pengelolaan organisasi.
Bagaimana cara membentuk suatu perilaku di mana orang bekerja tidak hanya
untuk memaksimalkan utilitas pribadinya, tetapi mereka dapat lebih bertanggung
jawab secara bersama-sama dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun suatu
pergeseran pendekatan pada konsep kepemimpinan dan manajemen yang berlaku
sekarang yaitu dari konsep mengendalikan dan mengarahkan. Ke arah konsep
pengaturan, kemitraan, dan kepemilikan bersama oleh anggota/tim dalam
organisasi. Teori organisasi dan kebijakan perusahaan dalam perspektif teori agensi
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yaitu; berorientasi, control, jangka pendek, individualisme, rentang kekuasaan yang
tinggi, komitmen rendah dan sebagainya akan bergeser pada Good Corporate
Governance dalam perspektif teori stewardship yang mengarah pada informasi,
transparansi, akuntabilitas, dan aspek-aspek yang bersifat
kolektifitas/kebersamaan, kemitraan dan pemberdayaan, bersifat jangka panjang,
peningkatan kinerja, kepercayaan, rentang kekuasaan rendah (Donaldson dan
Davis, Schoorman, 1997).

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas dan kewajibannya
dengan baik dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Teori
Stewardship dalam penerapannya di organisasi nonprofit dan sektor publik seperti
organisasi pemerintahan lainnya akan bermanfaat bagi beberapa pihak yang
memerlukan laporan keuangan tersebut. Beberapa pihak dapat memanfaatkan
LKPD untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi (Thorton, 2009).

Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai manajer mempunyai kewajiban untuk
menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Pemerintah daerah harus
memberikan informasi yang terperinci, relevan dan dapat dipercaya dalam
pembuatan LKPD. Dalam teori stewardship hubungan kinerja pegawai masing-

masing individu termotivasi oleh tujuan organisasi dan bukan tujuan pribadi.

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan menggambarkan kesesuaian informasi keuangan yang
dilaporkan oleh suatu entitas dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan
keuangan yang berkualitas baik menunjukkan bahwa informasi yang terkandung di

dalamnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, terdapat 4 (empat) Kriteria atau prasyarat normatif yang diperlukan
agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.
Keempat kriteria tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat

dipahami.
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a. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan bila informasi yang terkandung di
dalamnya bisa mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka
mengevaluasi peristiwa masa kini dan masa lalu, dan dapat memprediksi masa
depan, serta mengoreksi atau menegaskan hasil evaluasi mereka di masa lalu.
Sehingga, yang dimaksud informasi laporan keuangan yang relevan dapat

dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

(@) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi memungkinkan
pengguna dalam mengoreksi atau menegaskan ekspektasi mereka di masa lalu.

(b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi membantu pengguna
dalam memprediksi masa yang akan datang atas hasil masa lalu dan kejadian saat

ini.

(c) Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga berguna dan berpengaruh

dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan dapat diasumsikan relevan jika informasi yang terkandung di
dalamnya bisa mempengaruhi keputusan pengguna dalam mengevaluasi peristiwa
masa kini atau masa lalu dan mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu serta

memprediksi masa depan.
b. Andal

Informasi yang terdapat pada laporan keuangan bebas dari kesalahan material dan
pengertian yang menyesatkan, dapat diverifikasi serta menyajikan fakta secara
jujur. Apabila informasi relevan, tetapi penyajiannya atau hakikatnya tidak bisa
diandalkan maka dapat secara potensial menyesatkan penggunaan informasi
tersebut. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

(a) Penyajian Jujur: Informasi mendeskripsikan secara jujur transaksi dan peristiwa

lainnya yang seharusnya disajikan secara wajar.
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(b) Dapat diverifikasi (verifiability): Informasi dalam laporan keuangan dapat diuji,
dan hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda apabila
pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda.

(c) Netralitas Informasi tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu dan diarahkan

untuk kebutuhan umum.
c. Dapat dibandingkan

Informasi dalam laporan keuangan menjadi lebih berguna jika dapat dibandingkan
dengan laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya atau laporan
keuangan periode sebelumnya. Perbandingan dilakukan secara eksternal dan
internal dan eksternal. Perbandingan eksternal dilakukan apabila entitas yang
diperbandingkan mempunyai kebijakan akuntansi yang sama. Perbandingan
internal dilakukan apabila suatu entitas dari tahun ke tahun menerapkan kebijakan
akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi
yang lebih baik dari kebijakan akuntansi yang saat ini diterapkan, maka perubahan

yang terjadi diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
d. Dapat dipahami

Dapat dipahami artinya informasi yang telah disajikan dalam laporan keuangan
dapat dipahami pengguna dan dinyatakan dalam istilah serta bentuk yang
disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna. Menurut IASB (2010), dua
karakteristik kualitatif utama informasi dalam laporan keuangan adalah relevansi
dan representasi yang akurat. Informasi dalam laporan keuangan relevan jika
berhasil menciptakan perbedaan dalam keputusan pengguna laporan keuangan.
Representasi yang tepat berarti bahwa informasi menghasilkan sensasi ekonomi
dunia nyata yang ingin direpresentasikan. Relevansi dan representasi yang akurat
membuat laporan keuangan nyaman bagi pengguna. Ada juga beberapa
karakteristik kualitatif tambahan, yang mendukung fitur mendasar: keterbandingan,
keterverifikasian, ketepatan waktu, dan pemahaman. Meningkatkan karakteristik

kualitatif membedakan informasi yang lebih berguna dari informasi yang kurang
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berguna. Mereka meningkatkan kegunaan pengambilan keputusan atas informasi

pelaporan keuangan yang relevan dan disajikan dengan tepat.

2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Yendrawati (2013), pengertian kompetensi sumber daya manusia yaitu
kemampuan individu atau seseorang dalam suatu kelembagaan (organisasi) atau
suatu sistem dalam melaksanakan kewenangannya atau fungsi-fungsi dalam
mencapai tujuannya secara efisien dan efektif. Sumber daya manusia yang
berkualitas tinggi menurut Ndaraha (1999), adalah sumber daya manusia yang
menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai generatif-kompetitif-
inovatif dengan energi seperti: creativity, intelligence dan imagination; tidak
menggunakan energi kasar, seperti lahan air, bahan mentah, otot, tenaga, dan
sebagainya.

Davis dan Werther (1996), menyatakan sumber daya manusia adalah pegawai yang
siap, siaga dan mampu mencapai berbagai tujuan organisasi. Dimensi pokok sisi
sumber daya yaitu kontribusinya terhadap organisasi, sedangkan dimensi pokok
pada manusia yaitu perlakuan kontribusi terhadapnya dan menentukan kapabilitas
dan kualitas hidupnya. Menurut Griffin (2004), indikator kapasitas sumber daya

manusia diukur melalui:
1) Pendidikan

Pendidikan adalah kegiatan yang universal pada kehidupan manusia. Pendidikan
merupakan proses sistematis yang mengubah tingkah laku pada seseorang dalam

mencapai tujuan organisasi.

Jalur pendidikan yang dimaksud adalah:
(a) pendidikan nonformal,
(b) pendidikan informal,

(c) pendidikan formal.
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2) Pelatihan

Pelatihan yang baik berkaitan dengan kemampuan dan keahlian dalam
melaksanakan pekerjaannya. Yang dimaksud pelatihan yaitu usaha dalam
memperbaiki performa pekerja di suatu pekerjaan tertentu yang telah menjadi

tanggungjawabnya, atau pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaannya.
3) Pengalaman

Pengalaman dapat dilihat dari lamanya seseorang dalam bekerja. Seseorang yang
berpengalaman sudah terbiasa melakukan pekerjaan dan mudah beradaptasi
terhadap lingkungan serta berwawasan yang luas (Deviani, Fajar dan Delanno,
2013). Kasanuddin (2011) mengatakan bahwa indikator dari kapasitas sumber

daya manusia yaitu sebagai berikut:

a) Kualitas intelektual meliputi pengetahuan dan keterampilan,
b) Pendidikan,

¢) Memahami bidangnya,

d) Kemampuan,

e) Semangat kerja dan

f) Kemampuan perencanaan pengorganisasian.

2.1.4 Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian internal mempunyai peranan penting untuk mewujudkan
akuntabilitas keuangan. PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem
pengendalian intern yaitu proses integral pada kegiatan dan tindakan yang
dilakukan terus menerus oleh seluruh pegawai dan pimpinan dalam memberikan
keyakinan memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang
efektif dan efisien, pengamanan aset negara, keandalan pelaporan keuangan, dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menurut PP No. 60 Tahun 2008

a. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada kegiatan dan

tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai
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dalam memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan keuangan, ketaatan terhadap

peraturan perundang undangan dan pengamanan aset negara.

b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang disingkat SPIP, merupakan sistem
pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan

pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

c. Pengawasan intern yaitu semua proses kegiatan review, audit, pemantauan,
evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain pada fungsi organisasi dan
penyelenggaraan tugas dalam rangka memberi keyakinan yang memadai bahwa
kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara
efisien dan efektif untuk kepentingan pimpinan dalam rangka mewujudkan tata

kepemerintahan yang baik.

Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah UU No. 60 Tahun 2008
Umum SPIP terdiri dari:

a. Lingkungan Pengendalian;

Lingkungan pengendalian adalah tindakan, prosedur dan kebijakan yang
mencerminkan sikap pimpinan lembaga atau instansi mengenai pengendalian intern
yang mampu menimbulkan kesadaran semua pegawai tentang pentingnya

pengendalian bagi lembaga atau instansi yang bersangkutan.
b. Penilaian Risiko;

Penelaian risiko yaitu analisis risiko dan identifikasi risiko. Hal ini dilaksanakan
guna menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian

tujuan Instansi Pemerintah.
c. Kegiatan Pengendalian;

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian yang dimaksud ayat (1) sekurang-

kurangnya memiliki karakteristik berikut: a. kegiatan pengendalian diutamakan
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pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah; b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan

dengan proses penilaian risiko;
d. Informasi dan Komunikasi;

Informasi harus dilaporkan dan dicatat untuk pimpinan Instansi Pemerintah dan
pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu sarana dan bentuk
tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah

melaksanakan tanggung jawabnya dan pengendalian.
e. Pemantauan Pengendalian Internal

Pemantauan harus mampu menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan
memastikan bahwa rekomendasi hasil review dan audit lainnya untuk segera
ditindaklanjuti (PP Nomor 60 Tahun 2008). Pengendalian internal adalah suatu cara
dalam mengawasi, mengarahkan, dan mengukur sumber daya organisasi, serta
berperan penting untuk pendeteksian penggelapan atau fraud dan tindakan
pencegahan.

2.1.5 Pengawasan Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008 dalam pasal 48
menerangkan bahwa pengawasan intern dijalankan oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP). APIP melaksanakan pengawasan intern dengan a. Audit b.
Reviu c. Evaluasi d. Pemantauan dan e. Aktivitas pengendalian yang berbeda.
Aparat pengawasan intern pemerintah seperti dikemukakan pada Pasal 48 ayat (1)
terdiri atas a. BPKP, b. Inspektorat Jenderal dengan sebutan beda serta menurut
efisiensi menjalankan pengendalian intern c. Inspektorat Kabupaten/Kota dan d.
Inspektorat Provinsi;.Pengawasan internal membantu pemerintah untuk mematuhi
hukum dan peraturan, dan mencegah penipuan. Pengawasan internal dapat
membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan memastikan bahwa
anggaran dipatuhi, kebijakan dipatuhi, kekurangan modal teridentifikasi, dan
laporan keuangan yang berkualitas.
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Pengawasan intern bertujuan untuk mendorong terwujudnya pertanggungjawaban
atas pelaksanaan program/kegiatan yang semakin lama semakin baik dalam
rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN serta
good governance. Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan
peradilan sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat

dan pengawasan fungsional.

2.1.6 Fraud Control Plan (FCP)

Banyaknya kasus kecurangan (fraud), maka dibutuhkan pencegahan kecurangan
laporan keuangan. Dengan adanya variabel Fraud Control Plan memungkinkan
penambahan kualitas laporan keuangan karena faktor-faktor terjadinya fraud sudah
ditanggulangi lebih awal. Pencegahan tersebut dilaksanakan oleh pimpinan,
manajemen dan semua karyawan yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan,
Cara yang sering dilakukan dalam mencegah kecurangan adalah dengan mendeteksi
sebab-sebab terjadinya fraud dan mengantisipasi gejala tersebut sebelum terjadi.
Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh
manajemen untuk menetapkan kebijakan, system dan prosedur yang menyakinkan
bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan manajemen, dewan komisaris,
dan personil lain perusahaan dalam memberi keyakinan memadai untuk mencapai
3 (tiga) tujuan pokok yaitu; keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektifitas
operasi dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku (COS0:1992).
Fraud Control Plan (FCP) adalah pengendalian yang dirancang secara spesifik
untuk mencegah, menangkal, mendeteksi, dan memudahkan pengungkapan kasus
penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. FCP terdiri atas
atribut- atribut spesifik yang memperkuat sistem pengendalian intern dan tata kelola
organisasi (BPKP, 2017). BPKP (2017), menyebutkan bahwa FCP terdapat 10
(sepuluh) atribut pengendalian yang terdiri dari standar perilaku dan disiplin,
kebijakan anti-fraud, manajemen risiko fraud, struktur pertanggungjawaban,
kepedulian pegawai, sistem pelaporan fraud, perlindungan pelapor, kepedulian
pelanggan dan masyarakat, prosedur investigasi, dan pengungkapan kepada pihak
eksternal. Menurut Noholo (2021), Fraud Control Plan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Menurut Chairunnisa
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(2019) menyebutkan bahwa untuk menciptakan lingkungan kerja anti-fraud
diantaranya menjadikan kejujuran sebagai budaya utama perusahaan,
penandatanganan pakta integritas oleh karyawan dan pelanggan serta memproses
seluruh kasus fraud yang teridentifikasi secara independen dengan menugaskan

investigasi kepada Satuan Audit Internal Perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat berbagai penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas
laporan keuangan. Dari penelitian yang dilakukan Nosa AE Omoregio (2020),
menemukan bahwa pengendalian internal memiliki hubungan negatif yang
signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Roreng (2021), Bawono (2021),
Rahmawati (2022), Kolit (2023), Bagjana (2021). dan Lestari (2020), dalam
penelitiannya menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh
positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan menurut
Alminanda (2018), dan Arifuddin (2019), menemukan bahwa kompetensi sumber
daya manusia berpengaruh negatif.

Menurut Rahmawati (2022), Alminanda (2018), Bawono (2021), Widaryani
(2020), Bagjana (2021), dan Lestari (2020), Sistem Pengendalian Intern (SPI)
berpengaruh signifikan positif terhadap laporan keuangan. Menurut Maria (2019),
menemukan faktor kesempatan memengaruhi probabilitas terjadinya fraud di
pemerintah daerah Indonesia. Sedangkan hasil penelitian Tagora (2022),
menemukan bahwa RSUD XYZ telah merancang dan menerapkan strategi
pencegahan melalui pembentukan tim yang bertanggung jawab untuk penanganan
fraud dan menyusun kebijakan anti-fraud. Tingkat pemenuhan atribut FCP
terhadap kebijakan tersebut masih belum memadai karena terdapat beberapa atribut
pengendalian yang belum diimplementasikan karena teknis pelaksanaan dari
atribut-atribut tersebut belum ditetapkan. Fraud Control Plan dilakukan untuk
mencegah terjadinya kecurangan. Penelitian-penelitian terdahulu yang tersebut di
atas tentang topik yang berkaitan dengan penelitian ini tersaji pada tabel sebagai
berikut:
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Tabel 2.1 Hasil Maping Penelitian Terdahulu

No Judul Penelitian Variabel Anz;rllie;(ig”D(ata Sampel Penelitian Keterbatasan Hasil Penelitian
1 Faktors Affecting Financial | Variabel independent: | Teknik analisis | 150 salinan  kuesioner | Direkomendasokan agar Pengendalian memepunyai hubungan negatif
Reporting Quality In Nigeria | Pengendalian Internal, | regresi uji | dengan menggunakan skala | pengaturan akuntansi  sector yang signifikan dengan kualitas laporan
Public Sector, Nosa A.E | Efektivitas Komite, | validitas  dan | linkert. public ~di  Nigeria  harus keuangan
Omoregie;Usifo, John | Akuntan Publik, | reliabilitas Sampel penelitian, Pegawai | mencakup mekanisme Efektivitas komite akuntan mempunyai
Eromosele, International | Hukuman vyang keta | menggunakan negri, anggota organisasi | pengendalian internal  yang hubungan yang signifikan dengan kualitas
journal of social Science and | tatas pelanggaran | SPSS. masyarakat sipil, praktisi | efisien dan efektif. Komite laporan keuangan.
economic research | IPSAS hokum, akademisi, dan | Akuntan publik yang fungsional Hukuman vyang ketat atas pelanggaran
(2020)Q2 Variabel dependen; akuntan  professional di | dan penggabungan prasyarat keuangan memiliki hubungan yang tidak
Kualitas Laporan kantor auditor jenderal | IPSAS dalam kerangka signifikan  terhadap  kualitas  laporan
Keuangan federasi. pelaporan laporan keuangan. keuangan.
Penerapan IPSAS mempunyai hubungan
positif yang signifikan terhadap kualitas
lapopran keuangan.
2 Competency Variabel independen: Metode 26 (SKPD) satuan kerja Populasi penelitian hanya Kompetensi sumber daya manusia
Analysis of Human Kompetensi statistik perangkat daerah Kota satu kota saja yaitu Kota mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas
Resources and the Use of SDM, dengan Makassar. Makasar. Sehingga hasil laporan keuangan pemerintah daerah. Indikasi
Information Technology Tekhnology analisis penelitian ini kurang kuat semakin tinggi kompetensi sumber daya
on the Quality of informasi regresi dalam generalisasi. Sehingga manusia satuan kerja daerah terhadap
Financial Reports in the Variabel berganda perlu melakukan studi serupa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh
Local Government of the dependen di berbagai Pemerintah positif terhadap kualitas laporan keuangan
City Of Makassar, Kualitas Daerah lainnya, dan/atau pemerintah daerah,semakin tinggi tingkat
Petrus Peleng Laporan memperluas pemanfaatan teknologi informasi maka akan
Roreng, Mira Keuangan subjek penelitian di tingkat semakin baik dalam menghasilkan daerah yang
Bandhaso, Christina Provinsi. Penelitian berkualitas. laporan keuangan pemerintah yang
Jeane  Tandirerung selanjutnya dapat enambah berlaku di Kota Makassar.
(2021) WSEAS moderasi & menambahkan
TRANSACTIONS faktor-faktor yang dapat
on BUSINESS mempengaruhi
and ECONOMICS,Q2 kualitas laporan keuangan.
3 Mekanisme dan Variabel Independen; Penelitian Subjek penelitian adalah Penelitian ini belum menilai RSUD XYZ telah merancang dan menerapkan
Implementasi Fraud Mekanisme yang kualitatif RSUD XYZ. Pemilihan seberapa efektif instrumen FCP strategi pencegahan melalui pembentukan tim
Control Plan: Studi Kasus ditrancang dan dengan ini dilakukan karena dapat mencegah terjadinya yang bertanggung jawab untuk penanganan
Pada Rumah Sakit Umum diterapkan RSUD, pendekatan RSUD XYZ bergerak fraud. Oleh karena itu, saran Fraud dan penyusunan kebijakan anti Fraud.
Daerah, Alharis Tagora, Analisis berbagai kasus dalam bidang kesehatan riset untuk penelitian Tingkat pemenuha atribut FCP terhadap

Vima Tista Putriana,

atribut FCP
Variabel depeden;

yang rawan terjadi fraud.
Berdasarkan laporan hasil

selanjutnya

kebijakan tersebut masih belum memadai karena
terdapat beberapa atribut pengendalian yang
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Indonesia Treasury Review
(2022) Sinta 2

Fraus Control Plan

pemeriksaan BPK tahun
2017 s.d. 2020.
ditemukan kelemahan
SP1 dan ketidakpatuhan
terhadap peraturan
perundang undangan pada
RSUD XYZ yang akan
meningkatkan

potensi terjadinya fraud.

adalah melakukan analisis

mengenai tingkat efektivitas
penerapan FCP dalam upaya
pencegahan fraud.

belum diimplementasikan karena teknis
pelaksanaan dari atribut-atribut tersebut belum
ditetapkan.

Kompetensi Sumber Daya
Manusia dan kualitas
Laporan keuangan
Pemerintah daerah: Peran
sistem Pengendalian Intern
sebagai Pemediasi. Evi
Rahmawati, sari sonita,
Arif Wahyu Nurkholid,
Hafieez Sofyani. Jurnal
Review Akuntansi dan
Keuangan. (2022) Sinta 2

Variabel independen:
Kompetensi
SDM
Variabel
dependen
Kualitas
Laporan
Keuangan
Variabel
Mediasi
Sistem
Pengendalian
Internal

Analisis data
menggunakan
strctural
equation model
(SEM) dengan
menggunakan
regresi partial
least square
(PLS).

Responden penelitian ini
terdiri dari 15 Dinas pada
bagian keuangan.,

Lingkup penelitian hanya

satu kota saja yaitu Kota
Yogyakarta. Sehingga hasil
penelitian ini kurang kuat dalam
hal generalisasi. Maka peneliti
menyarankan agar melakukan
studi serupa di berbagai
Pemerintah Daerah lainnya,
dan/atau memperluas subjek
penelitian di tingkat Provinsi.
Penelitian selanjutnya dapat
menambah moderasi

serta menambahkan faktor-
faktor yang dapat empengaruhi
kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi
SDM dan SPI berpengaruh  positif terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah
daerah harus menjaga dan meningkatkan
kompetensi SDM melalui pelatihan dan
Pendidikan.

Sehingg SP1 akan terdorong, dan kualitas laporan
keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat.

Peran Komitmen Organisasi
dalam Memoderasi
Pengaruh Kompetensi
SDM, Sistem Pengendalian
Intern, dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi
terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah (Putri Alminanda,
Marfuah, 2018, Jurnal
Analisis Bisnis Ekonomi,

Variabel Independen:
Kompetensi SDM,
Sistem Pengendalian
Intern, Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Variabel Dependen:
Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah Variabel
Moderasi: Komitmen
Organisasi

Analisis regresi
moderasi
(Moderated
Regression
Analysiss’MRA)

Seluruh pegawai yang
melaksanakan fungsi
akuntansi atau keuangan di
SKPD Kabupaten Bantul,
terdiri dari Kepala Sub
Bagian Keuangan, Akuntan
(pembukuan), dan
Bendahara

Lokasi penelitian terbatas pada
SKPD Kabupaten Bantul.
Peneliti selanjutnya diharapkan
memperluas objek penelitian ke
seluruh SKPD di Provinsi
Yogyakarta agar kontribusinya
lebih signifikan dalam
organisasi sektor publik.

1. SPI dan pemanfaatan teknologi informasi
berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah. 2.
Komitmen organisasi memperkuat SPI dan
pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah. 3.
Kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah.

Sinta 2)
Menilai Pengaruh Faktor- Variabel Independen: Analisisregresi | Seluruh satuan kerja Wilayah penelitian hanya di Kompetensi SDM, sistem informasi akuntansi,
Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi SDM, linier berganda pegawai pemerintah di Sulawesi Tengah sehingga hasil dan pengendalian internal berpengaruh positif

Kualitas Informasi Laporan
Keuangan (Icuk Rangga
Bawono, Agus Saroso,
Gema Puja Yuniarso, 2021,

Sistem Informasi
Akuntansi,
Pengendalian Internal
Variabel Dependen:

Provinsi Sulawesi Tengah
yang bertanggung jawab
atas pelaksanaan akuntansi
(SIMDA)

penelitian tidak dapat
digeneralisasi ke daerah lain
tanpa pertimbangan lebih lanjut.

terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
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AKRUAL: Jurnal
Akuntansi, Sinta 2)

Kualitas Informasi
Laporan Keuangan

7 Analisis Faktor-Faktor yang | Variabel Independen: Structural Seluruh Aparatur Sipil Penelitian selanjutnya sebaiknya | 1. Efektivitas SAKD dan efektivitas SPI
Mempengaruhi Kualitas Efektivitas Sistem Equation Negara (ASN) di 51 OPD tidak menggunakan variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Laporan Keuangan Akuntansi Keuangan Model (SEM) Kabupaten Klaten, dengan intervening komitmen kualitas laporan keuangan. 2. Komitmen
Pemerintah Daerah (Heylmi | Daerah (SAKD), menggunakan total 102 responden (kepala | organisasi, karena hasil organisasi tidak berpengaruh positif signifikan
Umi Widaryani, Kiswanto, Efektivitas Sistem SmartPLS bagian keuangan dan staf menunjukkan bahwa komitmen terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
2020, Jurnal Analisis Pengendalian Intern keuangan yang telah organisasi tidak dapat daerah. 3. Efektivitas SAKD berpengaruh positif
Akuntansi, Sinta 2) (SPI), Komitmen bekerja lebih dari 1 tahun) memediasi pengaruh efektivitas | dan signifikan terhadap efektivitas SPI. 4.

Organisasi Variabel SAKD terhadap kualitas laporan | Efektivitas SAKD dan efektivitas SPI
Dependen: Kualitas keuangan. Tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Laporan Keuangan direkomendasikan untuk komitmen organisasi.

Variabel Mediasi: menggeneralisasi hasil

Efektivitas SPI, penelitian ke daerah lain.

Komitmen Organisasi

8 Variabel Independen:

Faktor-Faktor yang Kompetensi SDM, Sampel terbatas pada satu 1. Kompetensi SDM berpengaruh positif dan
Mempengaruhi Kualitas Sistem Pengendalian Pegawai akuntansi dan provinsi dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 2.
Laporan Keuangan Intern, Komitmen Analisisregresi | keuangan di OPD Provinsi mempertimbangkan faktor Sistem pengendalian intern berpengaruh positif
Pemerintah Daerah (Agus Organisasi Variabel berganda Jawa Tengah, dengan 95 eksternal lainnya yang dapat terhadap kualitas laporan keuangan. 3. Komitmen
Sutanto, 2020, Jurnal Iimiah | Dependen: Kualitas responden mempengaruhi kualitas laporan organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap
Akuntansi Publik, Sinta 2) Laporan Keuangan keuangan. kualitas laporan keuangan.
Pemerintah Daerah
9 Dampak Penerapan Sistem Variabel Independen:
Informasi Akuntansi Penerapan Sistem R Tidak mempertimbangkan
terhadap Kualitas Laporan Informasi Akuntansi Analisi | Pegawai bagian keuangan faktor lain seperti budaya Penerapan sistem informasi akuntansi
- - . nalisisregresi | di 40 OPD Kabupaten - . L e
Keuangan Pemerintah Variabel Dependen: linier sederhana | Sleman. dengan 80 organisasi atau kebijakan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Daerah (Dian Pratiwi, 2021, | Kualitas Laporan hier seder + deng dapat mempengaruhi kualitas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
N . . responden
Jurnal Sistem Informasi dan | Keuangan Pemerintah laporan keuangan.
Akuntansi, Sinta 2) Daerah
10 Variabel Independen:

Pengaruh Kompetensi SDM
dan Pemanfaatan Teknologi
Informasi terhadap Kualitas
Laporan Keuangan dengan
Efektivitas Sistem
Pengendalian Intern sebagai
Variabel Moderasi (Indah
Sari, 2021, Jurnal Akuntansi
Keuangan Publik, Sinta 2)

Kompetensi SDM,
Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Variabel Dependen:
Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah Variabel
Moderasi: Efektivitas
Sistem Pengendalian
Intern

Analisis regresi
moderasi
(MRA)

Pegawai keuangan di OPD
Kota Bandung, dengan
total 120 responden

Hanya mengkaji satu kota dan
tidak mempertimbangkan faktor
eksternal lainnya yang mungkin
berpengaruh.

1. Kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi
informasi berpengaruh positif terhadap kualitas
laporan keuangan. 2. Efektivitas sistem
pengendalian intern memperkuat hubungan antara
pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas
laporan keuangan. 3. Efektivitas sistem
pengendalian intern tidak memperkuat hubungan
antara kompetensi SDM dan kualitas laporan
keuangan.
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11 Pengaruh Transparansi, Variabel Independen:
Akuntabilitas, dan Transparansi,
Partisipasi Masyarakat Akuntabilitas, Pegawai bagian keuangan Fokus hanya pada tiga variabel 1. Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh
terhadap Kualitas Laporan Partisipasi Masyarakat | Analisis regresi | di OPD Provinsi Jawa tanpa mempertimbangkan faktor | positif terhadap kualitas laporan keuangan. 2.
Keuangan Pemerintah Variabel Dependen: berganda Barat, dengan 105 teknologi atau regulasi yang Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh
Daerah (Siti Rahayu, 2020, Kualitas Laporan responden mungkin berpengaruh. signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Jurnal Keuangan Daerah, Keuangan Pemerintah
Sinta 2) Daerah

12 Pengaruh Pemanfaatan Variabel Independen:
Teknologi Informasi dan Pemanfaatan 1. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem
Sistem Pengendalian Intern | Teknologi Informasi, pengendalian intern berpengaruh positif terhadap
terhadap Kualitas Laporan Sistem Pengendalian Analisis regresi | Pegawai keuangan di 50 Hanya meneliti satu kota dan kualitas laporan keuangan. 2. Komitmen
Keuangan Pemerintah Intern Variabel - . - organisasi memperkuat hubungan antara

- . . moderasi OPD Kota Surabaya, tidak mempertimbangkan faktor . - .

Daerah dengan Komitmen Dependen: Kualitas (MRA) dengan 115 responden eksternal lainnya pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas
Organisasi sebagai Variabel | Laporan Keuangan ' laporan keuangan. 3. Komitmen organisasi tidak
Moderasi (Taufik Hidayat, Pemerintah Daerah memperkuat hubungan antara sistem pengendalian
2021, Jurnal Akuntansi Variabel Moderasi: intern dan kualitas laporan keuangan.
Pemerintah, Sinta 2) Komitmen Organisasi

13 Menggunakan

Faktor-faktor Yang
Mempengaruhi Kualitas
Laporan Keuangan SKPD
di Pemerintah Daerah Kota
Cimahi. Indra Firmansyah
Bagjana, Andry Arfian
Rachman, 2021), jurnal
ASET: Akuntansi Riset,
Sinta 2

Variabel Independen:
Kompetensi SDM,
Sistem Pengendalian
Intern Variabel
Dependen: Kualitas
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

model regresi
linier
berganda dan
uji t untuk
menguji uji
hipotesis yang
diolah dengan
SPSS
Statistics 25.

83 orang yang
merupakan tim
penyusun laporan
keuangan SKPD

Disarankan untuk meneliti
variable lain, misalnya Audit
Internal teknologi Informasi,
Komitmen organisasi,
Kepemimpinan dll.

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa
kompetensi sumber daya manusia dan sistem
pengendalian intern pemerintah berpengaruh
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
SKPD.
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2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas
Laporan Keuangan

Berdasarkan stewardship theory menjelaskan dua hal penting yaitu pemerintah
(steward) sebagai pemegang amanah yang diberikan oleh masyarakat (pemilik)
untuk menjalankan kewajibannya semaksimal mungkin. Kompetensi sumber daya
manusia sebagai pemegang amanah masyarakat dituntut mampu menjadi tenaga

kerja yang baik dalam menjaga kualitas laporan keuangan.

Kolit (2023), menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Astari (2018), menyebutkan bahwa
kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang positif terhadap
kualitas laporan keuangan. Lestari (2020), menemukan bahwa penerapan kapasitas
sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan

dalam penelitian ini adalah:

H1: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas

laporan keuangan

2.3.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan

Keuangan

Sistem Pengendalian Intern (SPI) membantu meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan operasional instansi
pemerintahan. Melalui audit dan evaluasi, SPI memastikan bahwa informasi yang

relevan dan akurat tersedia untuk manajemen dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan stewardship theory, pemerintah sebagai steward penting untuk
menjaga kepatuhan terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI). Pemerintah
diharapkan mampu mengendalikan secara langsung tata kelola pemerintahan yang

baik. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral atas kegiatan
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dan tindakan yang dilakukan terus menerus oleh seluruh pegawai dan pimpinan
untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efisien dan efektif, pengamanan aset, keandalan pelaporan
keuangan. SPI bermanfaat untuk: (a) memberikan jaminan bahwa operasi/kegiatan
instansi menjadi ekonomis, efisien dan efektif, (b) mendeteksi adanya kesalahan
(mismanagement) dan fraud dalam pelaksanaan aktivitas organisasi, (¢) membantu

pengamanan aset terkait terjadinya fraud.

Pakpahan dkk(2022), menyatakan bahwa kualitas sistem pengendalian intern dan
kualitas audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Lestari (2020),
menemukan bahwa sistem manajemen intern berpengaruh positif terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah. Indriani (2021), menemukan bahwa Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap Fraud
Control Plan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan

dalam penelitian ini adalah:

H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan

keuangan

2.3.3 Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengawasan intern bertujuan untuk mendorong terwujudnya pertanggungjawaban

atas pelaksanaan program/kegiatan yang semakin lama semakin baik dalam rangka
menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN serta good
governance. Menurut teori stewardship di mana pemerintah diamanahkan untuk
taat terhadap perintah atau aturan dan tata kelola yang baik untuk kepentingan
masyarakat (pemilik). Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam
lingkungan peradilan sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan, Yaitu

pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Menurut Winardi (2001), pengawasan yaitu semua aktivitas yang dilaksanakan oleh
pihak manajer sebagai upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil
yang direncanakan. Pengawasan internal merupakan kebijakan dari prosedur
spesifikasi yang dirancang dalam memberikan keyakinan memadai bagi

manajemen bahwa tujuan dan sasaran penting bagi manajemen perusahaan dapat
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dipenuhi. Pengawasan internal sangat penting dalam perkembangan operasi
perusahaan, karena masalah-masalah yang timbul sangat kompleks. Dengan
demikian, diperlukan suatu pengawasan internal yang baik dan memadai. Menurut
Amriani (2018), pengawasan intern berpengaruh terhadap kualitas laporan
keuangan keuangan pemerintah daerah. Ponamon (2014), pengawasan internal dan
pemahaman sistem akuntansi keuangan berpengaruh dan searah/positif terhadap
kualitas informasi laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3: Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

2.3.4 Fraud Control Plan Dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber

Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dalam kompetensi sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang
memadai disebut kompetensi sumber daya manusia. Menurut stewardship theory
sumber daya manusia dalam pemerintahan diharapkan taat terhadap aturan yang
telah ditetapkan. Dengan melakukan Fraud Control Plan diharapkan
meminimalisir penyimpangan terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi
sumber daya manusia harus mampu membuat laporan keuangan sesuai dengan
standar akuntansi pemerintah yang tertuang dalam PP No.71 tahun 2010 yaitu;
relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Sumber daya manusia yang kompeten akan mampu memahami logika akuntansi
dengan baik. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang
relevan dengan pekerjaan. Fraud Control Plan diharapkan mampu mempengaruhi
sumber daya manusia dalam memaksimalkan kualitas laporan keuangan. Menurut
McClelland dalam Rivai (2011) mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik
yang mendasar yang dimiliki seseorang, yang berpengaruh langsung untuk
mencapai target kinerja dengan menghasilkan keluaran-keluaran (output) dan
hasilhasil (outcomes) yang berkualitas. Pengetahuan (knowledge), keterampilan
(skills), kemampuan (abilities), sikap (attitude), dan perilaku adalah beberapa

faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas manusia dalam menentukan
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keberhasilan suatu organisasi, menurut Sunyoto (2012), kompentensi aparatur desa
berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, Wonar (2018). Kompetensi apatur
desa berpengaruh terhadap Fraud Control Plan. Berdasarkan penjelasan di atas,

maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4: Fraud Control Plan mampu memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya

manusia terhadap kualitas laporan keuangan

2.3.5 Fraud Control Plan Dalam Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian

Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sejalan dengan teori stewardship, pemerintah akan memberikan pelayanan kepada
masyarakat di organisasi sektor publik ketika pemerintah memiliki tujuan bersama
(Donaldson & Davis, 1991). Dengan Fraud Control Plan, SPI dapat dilaksanakan
lebih maksimal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Untuk membantu
pemerintah untuk menghasilkan informasi akuntansi yang baik dibutuhkan

teknologi informasi yang memadai.

Fraud juga terjadi karena dipengaruhi oleh adanya peluang sehingga untuk
mencegah peluang tersebut diperlukan sistem pengendalian internal yang efektif.
Sehingga Fraud Control Plan diharapkan mampu memoderasi sistem pengendalian
internal dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Lestari (2020),
menemukan bahwa sistem manajemen intern berpengaruh positif terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah. Indriani (2021), menemukan bahwa Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap Fraud
Control Plan. Sedangkan menurut Manik & Kusasi bahwa variabel pencegahan
kecurangan sebagai pemoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal
terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis

yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H5: Fraud Control Plan mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian

internal terhadap kualitas laporan keuangan
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2.3.6 Fraud Control Plan Dalam Memoderasi Pengaruh Pengawasan Internal

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Fraud Control Plan seiring dengan stewardship theory diharapkan mampu
memaksimalkan kerja pemerintah dalam pengawasan internal demi terwujudnya
kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian ini stewardship theory diterapkan
dapat memaksimalkan kepatuhan terhadap peraturan dan pengawasan internal.
Dengan adanya variabel Fraud Control Plan memungkinkan penambahan kualitas
laporan keuangan karena faktor-faktor terjadinya fraud sudah dilaksanakan lebih

awal.

Pengawas internal dalam menyelesaikan tugasnya mesti memiliki kompetensi
dalam melakukan audit agar kesimpulan dan rekomendasi yang akan diambilnya
telah sesuai dengan standar dalam suatu organisasi tersebut. Menurut Boynton
(Rohman, 2007) fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan
internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu
organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang
dilakukan.Risiko korupsi di instansi pemerintah pusat dan daerah maupun korporasi
negara dan daerah belum terkelola dengan baik, karena inefektivitas pemberantasan
korupsi yang disebabkan oleh rendahnya integritas individu dan lemahnya
pengendalian intern serta belum optimalnya sinergi dan kolaborasi antar institusi
pengelola risiko korupsi di Indonesia (Harahap dkk, 2018). Data empiris
menunjukkan bahwa yang paling banyak dikaitkan dengan korupsi adalah
pengadaan barang dan jasa pemerintah. Indriani (2020), Pencegahan fraud
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan di
atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H6: Fraud Control Plan mampu memoderasi pengaruh pengawasan internal

terhadap kualitas laporan keuangan
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2.4 Kerangka Penelitian

Berdasarkan tinjauan teoritis pada penelitian ini, dapat dirancang suatu kerangka
penelitian untuk menggambarkan hubungan atau kaitan antara variabel-variabel

yang terdapat pada penelitian ini. Kerangka penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

Kompetensi SDM (X1) HI(+)
A HAM)

Sistem Pengendalian H2(+) o

Intern Pemerintah (X2)

Kualitas LKPD (Y)

Pengawasan Intern -H3(+) ‘
(X3)

Fraud control plan (Z)

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia (X1),
sistem pengendalian internal (X2), dan pengawasan internal (X3). Dengan variabel
terikat yaitu kualitas laporan keuangan (Y1), serta variabel yang memoderasi yaitu
Fraud Control Plan (Z).



BAB I1l. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan kausalitas yang
digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen, yaitu kompetensi
Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan
pengawasan internal terhadap variabel dependen. Penelitian asosiatif kausal
menguji hubungan sebab akibat antara variabel satu dengan yang lainnya.
Sementara penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan,
menampilkan, dan mengolah data dalam bentuk statistik seperti angka, kurva, atau
diagram. Penelitian ini dilakukan secara survei terhadap pegawai bagian

akuntansi dan pelaporan pada BPKAD Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung.

3.2 Sumber Dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data primer. Data tersebut langsung
dikumpulkan secara langsung dari sumber data. Teknik penelitian ini berupa

pertanyaan penelitian dengan metode survei dengan menyebarkan kuesioner.

3.3 Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi dan pelaporan pada
BPKAD Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung. Sampel yang diambil adalah
pegawai yang bertugas di bagian akuntansi di BPKAD Pemerintah Daerah di
Provinsi Lampung yang memiliki tugas pokok fungsi dan tanggung jawab dalam
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Penentuan responden
dilakukan dengan cara purposive sampling (kriteria yang dikehendaki) agar
mendapatkan data yang representatif dan relevan dengan penelitian. Kriteria

pemilihan sampel yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah:

1. Pegawai yang bertugas di bagian akuntansi pada BPKAD Pemerintah Daerah
di Provinsi Lampung.

2. Lama bekerja di bagian akuntansi minimal 1 (satu) tahun.
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3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yaitu metode untuk
mendapatkan data secara langsung dari sumber aslinya untuk tujuan penelitian atau
analisis tertentu. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sebuah
kuesioner diberikan kepada pegawai Pemerintah Provinsi Lampung pada bidang
keuangan yang menjadi sampel penelitian. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan
mengenai sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia,
komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Semua responden
diminta untuk menjawab kuesioner secara jujur dan akurat karena jawaban mereka

akan mempengaruhi hasil penelitian.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang terdiri dari
beberapa pernyataan. Di mana pernyataan-pernyataan tersebut berhubungan
dengan pemanfaatan kompetensi SDM, sistem pengendalian internal, pengawasan
internal dan laporan keuangan dan Fraud Control Plan. Bentuk pernyataan
kuesioner adalah positif dan negatif. Dalam penelitian ini, variabel independen
variabel dependen, dan variabel moderasi diukur menggunakan skala likert, yang
memiliki lima poin untuk setiap indikator. Berikut ini adalah penjelasan tentang

rentang skala likert yang digunakan:

Tabel 3.1 Pengukuran Variabel

Variabel Independen dan Variabel
Dependen
Sangat Setuju
Setuju
Ragu-ragu
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

Nilai

PN WO

3.5 Definisi Operasional Variabel

3.5.1 Variabel Independen
Variabel independen dalam penelitian ini adalah; kompetensi sumber daya manusia

(X1), sistem pengendalian internal (X2) dan pengawasan internal (X3).
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Variabel Independen (X) Variabel independen merupakan variabel yang
mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Menurut Sugiyono (2019),
menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).
a. Kompetensi sumber daya manusia (X1).
Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur
hubungan dan peranan tenaga kerja agar efisien dan efektif membantu
terwujudnya tujuan masyarakat, karyawan dan perusahaan (Hasibuan
2016).
b. Sistem Pengendalian Internal (X2)
Menurut PP No 60 Tahun 2008 SPI merupakan proses yang integral pada
kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus seluruh pegawai
dan pimpinan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan
c. Pengawasan Intern (X2)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008 pasal 48
menerangkan bahwa pengawasan internal dijalankan oleh Aparat Pengawas
Internal Pemerintah (APIP).

3.5.2 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan (Y).
Menurut (Sugiyono, 2012), variabel dependen sering disebut sebagai variabel
Kriteria, output, variabel terikat atau konsekuen. Variabel dependen (terikat) adalah

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.

3.5.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah Fraud Control Plan (2).

Variabel moderasi menurut Sugiyono (2016) adalah metode statistik yang
digunakan untuk menguji apakah variabel tertentu (variabel moderasi) dapat
memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel

dependen.



Adapun operasional variabel penelitian akan dirinci pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

33
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No Definisi Operasional Indikator Skala Sumber

1 Kompetensi sumber daya manusia 1. Latar belakang Ordinal Bagjana,
(X1) adalah ilmu dan seni yang Pendidikan (1,2,3) I.LF. (2021)
mengatur hubungan dan peranan 2. Peran dan fungsi Likert 1-5
tenaga kerja agar efisien dan efektif untuk mencapai
membantu  terwujudnya  tujuan tujuan (4,5)
masyarakat, karyawan dan 3. Memahami prosedur
perusahaan  (Hasibuan  2016). dan proses akuntansi
Wether dan  Davis  (1996), (6,7,8,9)
menyatakan bahwa SDM vyaitu 4. Pelatihan yang
pegawai Yyang siap siaga dan teratur (10,11,12)
mampu dalam mencapain tujuan-
tujuan organisasi.

2 Sistem Pengendalian Internal (X2) 1. Lingkungan Ordinal ~ Alminanda,
Menurut PP No 60 Tahun 2008 SPI pengendalian P. (2018)
merupakan proses yang integral (1,2,3,4) Likert 1-5
pada kegiatan dan tindakan yang 2. Aktivitas
dilakukan secara terus menerus pengendalian(5,6)
seluruh pegawai dan pimpinan 3. Penilaian risiko
untuk  memberikan  keyakinan (7,8,9,10)
memadai atas tercapainya tujuan 4. Informasi dan
organisasi melalui kegiatan yang komunikasi (11,12)
efektif dan efisien, keandalan 5. Pemantauan(13,14)
pelaporan keuangan, pengamanan
aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.

3 Pengawasan Internal (X3) 1. Audit(1,2) Ordinal PP No. 60
Berdasarkan Peraturan Pemerintah 2.  Review (3,5) tahun 2008
(PP) No 60 Tahun 2008 pasal 48 3. Evaluasi (5,6) Likert 1-5 dan
menerangkan bahwa pengawasan 4. Pemantauan (7,8) Amriani
internal dijalankan oleh Aparat 5. Aktivitas (2018)
Pengawas Internal Pemerintah pengendalian (9,10)

(APIP). APIP melaksanakan
pengawasan intern dengan audit,
review, evaluasi, pemantauan dan
aktivitas pengendalian yang
berbeda.

4 Kualitas Laporan Keuangan (Y) 1. Relevan (1,2,3) Ordinal ~ Alminanda,
Menurut PP No 71 Tahun 2010 2. Andal (4,5,6) P. (2018)
tentang Standar Akuntansi 3. Dapat dibandingkan  Likert 1-5
Pemerintah, terdapat empat (7,8,9)
prasayat normatif agar pemerintah 4. Dapat dipahami
dapat memenuhi kriteria yang (10,11,12)
dikehendaki. Kuesioner

5  Fraud Control Plan (FCP) (2) 1. Standar prilaku dan Ordinal Tagora et
FCP adalah pengendalian yang disiplin (1,2,3) al. (2022)
dirancang secara spesifik untuk 2. Kebijakan anti- Likert 1-5
mencegah, menangkal, mendeteksi fraud (4,5,6)
dan memudahkan pengungkapan 3. Manajemen risiko
kasus penyimpangan yang fraud (7,8,9)
berindikasi merugikan keuangan 4. Struktur
negara. FCP terdiri atas atribut- pertanggungjawaban
atribut spesifik yang memperkuat (10,11,12)
system pengendalian internal dan 5. Kepedulian pegawai
tata kelola organisasi (BPKP, (13,14,15)

2017) 6. Sistem pelaporan
fraud (16,17,18)
7. Perlindungan
pelapor (19,20,21)
8. Kepedulian

pelanggan dan
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masyarakat
(22,23,24)

9. Prosedur investigasi
(25,26,27)

10. Pengungkapan
kepada pihak
eksternal (28,29,30)

3.6 Metode Analisis Data

Adapun Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif,
dengan digunakannya teknik analisis kuantitatif diharapkan akan mendapatkan
hasil yang akurat tentang responden yang diberikan oleh responden sehingga data

yang didapat dapat diolah menggunakan metode statistik.

3.6.1 Analisis Statistik Deskripstif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih
baik tentang variabel yang akan diteliti. Ini mencakup nilai rata-rata (mean), nilai
maksimum, nilai minimum, dan nilai deviasi yang ditemukan dalam dataset

penelitian.

3.6.2 Uji Kualitas Data

Data penelitian ini berasal dari kuesioner yang dibagikan, kemampuan dan
keseriusan responden dalam menjawab sangat penting karena menjadi alat ukur
yang akan diuji menentukan hasil penelitian. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk
mengetahui sejauh mana penelitian ini dapat dilanjutkan dan apakah penelitian
lebih lanjut layak dilakukan. Dalam mengolah data penelitian ini menggunakan
SPSS 25. Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Berikut ini adalah

penjelasannya:
a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner
penelitian. Suatu kuesioner penelitian dapat dikatakan valid jika pertanyaan dalam

kuesioner tersebut mampu menggambarkan dan mengungkapkan sesuatu yang
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diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi, dapat disimpulkan uji validitas tersebut adalah
pengujian untuk mengukur apakah pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner Kkita
sudah benar menunjukkan yang akan kita ukur (Ghozali, 2018). Uji validitas pada
penelitian ini menggunakan Pearson Correlation adalah dengan menghitung nilai
korelasi yang diperoleh dari nilai dari pertanyaan- pertanyaan yang dibuat. Apabila
hasil Pearson Correlation memiliki nilai di bawah nilai r tabel maka data yang
dihasilkan valid (Ghozali, 2018).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas sebenarnya yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kuesioner
yang indikator dari variabelnya tersebut bersifat konstruk. Kuesioner dapat
dikatakan reliabel dan andal jika jawaban dari individu tersebut bersifat konsisten
dan stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Pengukuran reliabilitas dapat

dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Repeated Measure (pengukuran ulang): Pada kondisi ini responden akan
diberikan pertanyaan yang sama dengan kondisi yang berbeda, apakah orang

tersebut akan konsisten dengan jawaban tersebut.

2. One Shot (pengukuran sekali saja): pengukuran akan dilakukan sekali saja dan
kemudian hasilnya dibandingkan pada pertanyaan lain atau dengan mengukur
korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas dalam mengukur
reliabilitas tersebut dengan menggunakan uji Cronbach Alpha (a)). Suatu variabel
yang bersifat konstruk dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach
Alpha >0.70 (Nunnaly,1994).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi Kklasik ini bertujuan menguji kelayakan model penelitian dan melihat
apakah adanya pelanggaran uji asumsi klasik terhadap model penelitian regresi
berganda. Karena model penelitian yang baik yaitu model yang lulus pengujian
asumsi klasik. Dalam uji asumsi klasik telah terdapat tiga asumsi dasar yang

menjadi dasar pengukuran agar tidak dianggap bias, di antaranya:
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1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel residual model regresi
memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki
nilai residual berdistribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan uiji
Kolmogorov Smirnov (Ghozali, 2016). Data dapat dianggap normal jika

signifikansi > 0,05 dan Sebaliknya jika < 0,05 maka tidak normal.
2. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menunjukkan ada atau tidaknya variabel independen yang
mempunyai kemiripan dengan variabel independen lain pada suatu model
(Sujarweni,2019). Salah satu cara untuk menemukan gejala multikolinearitas yaitu
dengan melihat tolerance value atau Variance Inflation Faktor (VIF) dengan nilai
VIF > 10 atau nilai tolerance < 0,10 maka terdapat multikolinearitas yang tinggi

dan sebaliknya.
3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan bertujuan untuk menemukan apakah ada
ketidaksamaan varian dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain
dalam model regresi. Model regresi yang baik yaitu adalah model yang tidak
memiliki gejala heteroskedastisitas. Pedoman dalam pengambilan keputusan dapat

dilakukan dengan memakai uji glejser, yaitu:

« Jika nilai signifikan > 0,05, maka tidak ada gejala heteroskedastisitas pada model

regresi

« Jika nilai signifikan < 0,05, maka ada gejala heteroskedastisitas pada model

regresi

3.6.4 Pengujian Hipotesis

Data yang diperoleh dari suatu penelitian harus dianalisa terlebih dahulu secara

benar agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban yang tepat dari
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permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini hipotesis diuji dengan menggunakan

beberapa jenis uji, yaitu:
a. Analisis Regresi linier berganda

Uji analisis berganda yaitu digunakan menguji adanya pengaruh variabel-variabel
independen kepada variabel dependen. Persamaan regresi dalam menguji hipotesis
ini adalah sebagai berikut: Teknik analisis data yang akan digunakan dalam
penelitian ini yaitu teknik analisis regresi linier berganda, Analisis regresi linier
berganda yaitu metode analisis yang digunakan untuk menentukan ketepatan dari
prediksi pengaruh yang terjadi antara variabel independen (X) terhadap variabel

dependen (Y). Persamaan regresi untuk menguji hipotesis tersebut sebagai berikut:

Y =a+Db1X1+b2X2+h3X3+e

Keterangan:

o - konstanta

B.1,2,3 - koefisien regresi dari variabel independen
Y - Kualitas Laporan Keuangan

X1 : Kompetensi SDM

X2 : Sistem Pengendalian Internal (SPI)

X3 . Pengawasan Internal (PI)

e . error

b. R2 Determinasi

Koefisien determinasi (R2) mengukur kemampuan model regresi menjelaskan
variabel dependen. Nilai R2 berada direntang 0-1. Nilai R2 mendekati 0 yang
berarti variabel-variabel independen kurang dapat menjelaskan variabel-variabel
dependen, Nilai R2 mendekati 1 berarti variabel-variabel independen dapat
mendeskripsikan hampir semua informasi yang diperlukan dalam memprediksi

beberapa variabel dependen. Umumnya, nilai R2 dalam data silang waktu relatif
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rendah disebabkan terdapat variasi besar disetiap pengamatan, sedangkan dalam

data runtun waktu, nilai R2 relatif tinggi.
c. Analisis Regresi Modersi

Moderated Regression Analysis (MRA). Moderated Regression Analysis (MRA)
yaitu persamaan model regresi data panel variabel moderasi, pada persamaan
regresinya terdapat interaksi perkalian di antara variabel independen yang satu serta
variabel lainnya. Variabel moderasi ialah Fraud Control Plan (Z).

Berikut ini adalah persamaan umumnya yaitu:

Y = o + BIXSDM + B 2XSPI + B 3XPI + p4ZFraud + BSSDMx PF + B6SPIx PF
+ B7PIx PF +e

Di mana:

Y = Kualitas Laporan Keuangan Daerah (LKPD)

o = Konstanta

B1XSDM = Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

B2XSPI= Sistem Pengendalian Internal (SPI)

B3XPI = Pengawasan Intern (PI) terhadap kualitas LKPD
B4ZFraud = Fraud Control Plan terhadap kualitas LKPD
B5SDM=*PF = Interaksi Kompetensi SDM dengan Fraud Control Plan
B6SPI+PF = Interaksi Sistem Pengendalian Internal dengan Fraud Control Plan
B7PI+PF = Interaksi Pengawasan Intern dengan Fraud Control Plan
e = Error (faktor pengganggu atau residual)

c. Uji F

Uji F dalam regresi linier berganda digunakan dalam menguji hipotesis yaitu b1,
b2, dan b3 bersama-sama sama dengan nol. Uji hipotesis ini dikenal sebagai uji
signifikansi secara keseluruhan dengan garis regresi yang telah estimasi atau
diobservasi, apakah Y berhubungan linier terhadap X1,X2, dan X3. Menurut
(Ghozali,2018) dalam menguji hipotesis ini menggunakan statistik F atas kriteria
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pengambilan keputusan berikut ini; ¢ Quick look:apabila nilai F lebih besar dari 4
maka Ho akan ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Artinya menerima hipotesis
alternative, yang menyatakan bahwa semua variabel independent secara signifikan
dan serentak berpengaruh terhadap variabel terikatnya (dependen)  Perbandingan
nilai F hasil perhitungan terhadap nilai F seperti tabel. Apabila nilai F hitung

bernilai lebih besar darinilai F table, berarti Ho ditolak dan menerima HA.

3.7 Pilot Test (Preliminary Research)

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan Kriteria responden
yaitu pegawai yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta memiliki pengalaman kerja minimal
satu tahun. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang
diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada pegawai yang
bertugas di bagian akuntansi dan pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD). Pilot test menggunakan skala kecil responden yaitu

sebanyak 30 responden,

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, yang
menurut  Sugiyono (2017), berperan sebagai alat ukur esensial untuk
mengumpulkan informasi secara objektif mengenai karakteristik berbagai variabel
yang diteliti. Validitas dan reliabilitas instrumen menjadi perhatian utama,
mengingat integritas dan kualitas data sangat bergantung pada efektivitas instrumen

tersebut.

Penyebaran kuesioner dilakukan secara daring melalui platform Google Form.
Setelah memperoleh persetujuan izin penelitian, peneliti menghubungi pihak
sekretariat BPKAD dan menyebarkan tautan kuesioner melalui aplikasi WhatsApp
kepada pegawai yang memenubhi kriteria. Langkah ini dilakukan untuk memastikan
bahwa responden yang mengisi kuesioner merupakan individu yang relevan dan

sesuai dengan fokus penelitian.
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3.7.1 Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana
instrumen penelitian mampu mengukur konstruk yang dimaksud. Validitas diuji
dengan cara mengkorelasikan skor masing-masing item terhadap total skor
konstruknya. Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada nilai Pearson
Correlation yang dibandingkan dengan nilai r tabel pada taraf signifikansi 5% (dua
arah) dengan n = 135 (r tabel = 0,170). Jika r hitung > r tabel, maka item dinyatakan
valid Sugiyono (2017).

3.7.1.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil uji validitas yang ditampilkan pada Tabel 3.3, seluruh indikator
pada variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai Pearson Correlation

di atas 0,170 dan signifikan pada tingkat 0,01, sehingga dinyatakan valid.

Tabel 3.3 Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia

Indikator Pearson Correlation Kesimpulan
SDM1 0.954 Valid
SDM2 0.906 Valid
SDM3 0.877 Valid
SDM4 0.940 Valid
SDM5 0.897 Valid
SDM6 0.915 Valid
SDM7 0.869 Valid
SDM8 0.921 Valid
SDM9 0.898 Valid
SDM10 0.932 Valid
SDM11 0.907 Valid
SDM12 0.923 Valid

Karena seluruh nilai Pearson Correlation berada di atas 0,170 dan signifikan pada
tingkat 0.01 (p < 0.01), maka semua indikator valid dalam mengukur variabel SDM

(Kompetensi Sumber Daya Manusia).
3.7.1.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.4, semua item pada variabel SPIP
memiliki nilai korelasi yang signifikan dan berada di atas nilai r tabel. Dengan

demikian, seluruh indikator dinyatakan valid dalam mengukur variabel SPIP.
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Tabel 3.4 Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Indikator Pearson Correlation Kesimpulan
SPIP1 0.881 Valid
SPIP2 0.863 Valid
SPIP3 0.917 Valid
SPIP4 0.923 Valid
SPIP5 0.954 Valid
SPIP6 0.936 Valid
SPIP7 0.923 Valid
SPIP8 0.837 Valid
SPIP9 0.943 Valid
SPIP10 0.893 Valid
SPIP11 0.900 Valid
SPIP12 0.919 Valid

Seluruh nilai Pearson Correlation berada di atas 0,170 dan signifikan pada tingkat
0.01 (p < 0.01), sehingga semua indikator valid dalam mengukur variabel Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
3.7.1.3 Pengawasan Intern

Pada Tabel 3.5, terlihat bahwa seluruh indikator pada variabel pengawasan intern
memiliki korelasi kuat terhadap total skor konstruk, dengan nilai Pearson
Correlation > 0.7 dan signifikan pada tingkat 0.01. Maka, semua indikator
dinyatakan valid.

Tabel 3.5 Uji Validitas Pengawasan Intern

Indikator Pearson Correlation Kesimpulan
PI1 0.949 Valid
PI2 0.861 Valid
PI3 0.924 Valid
Pl4 0.908 Valid
PI5 0.819 Valid
PI6 0.923 Valid
PI7 0.942 Valid
PI8 0.914 Valid
PI9 0.934 Valid
PI10 0.942 Valid

Seluruh nilai Pearson Correlation berada di atas 0,170 dan signifikan pada tingkat
0.01 (p < 0.01), sehingga semua indikator valid dalam mengukur variabel

Pengawasan Intern.
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3.7.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.6, semua indikator pada variabel kualitas
laporan keuangan menunjukkan korelasi yang signifikan terhadap total skor
konstruk, dengan nilai Pearson Correlation > 0.7. Oleh karena itu, semua indikator

dinyatakan valid.

Tabel 3.6 Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator Pearson Correlation Kesimpulan
KLK1 0.879 Valid
KLK2 0.844 Valid
KLK3 0.828 Valid
KLK4 0.862 Valid
KLK5 0.806 Valid
KLK6 0.821 Valid
KLK7 0.879 Valid
KLK8 0.901 Valid
KLK9 0.810 Valid
KLK10 0.904 Valid
KLK11 0.877 Valid
KLK12 0.857 Valid

Seluruh nilai Pearson Correlation berada di atas 0,170 dan signifikan pada tingkat
0.01 (p < 0.01), sehingga semua indikator valid dalam mengukur variabel Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3.7.1.5 Fraud Control Plan

Pada Tabel 3.7, semua item pada variabel Fraud Control Plan memiliki nilai
korelasi Pearson yang signifikan (p < 0.01) dan berada jauh di atas nilai r tabel.

Maka, seluruh indikator layak digunakan dalam pengukuran variabel ini.

Tabel 3.7 Uji Validitas Fraud Control Plan

Indikator Pearson Correlation Kesimpulan
F1 0.902 Valid
F2 0.908 Valid
F3 0.806 Valid
F4 0.927 Valid
F5 0.828 Valid
F6 0.939 Valid
F7 0.905 Valid
F8 0.910 Valid
F9 0.942 Valid
F10 0.948 Valid

F11 0.885 Valid
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F12 0.946 Valid
F13 0.917 Valid
F14 0.933 Valid
F15 0.893 Valid
F16 0.831 Valid
F17 0.867 Valid
F18 0.860 Valid
F19 0.838 Valid
F20 0.804 Valid
F21 0.957 Valid

Seluruh nilai Pearson Correlation berada di atas 0,170 dan signifikan pada tingkat
0.01 (p < 0.01), sehingga semua indikator valid dalam mengukur variabel Fraud

Control Plan.

3.7.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi internal antar-item dalam setiap
variabel. Ukuran yang digunakan adalah Cronbach’s Alpha, dengan batas minimal
reliabilitas sebesar 0,7. Jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,7, maka instrumen dianggap
reliabel. Hasil uji ditunjukkan pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8 Uji Reliabilitas VVariabel Penelitian

Variabel Cronbach's Alpha Kesimpulan
Kompetensi Sumber Daya Manusia 0.981 Reliabel
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 0.981 Reliabel
Pengawasan Intern 0.980 Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 0.976 Reliabel
Fraud Control Plan 0.987 Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach’s Alpha
di atas 0,170, yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian ini memiliki tingkat
konsistensi internal yang sangat tinggi dan dapat diandalkan untuk pengukuran
lebih lanjut.



V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh kompetensi

sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, dan pengawasan

intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan Fraud Control

Plan sebagai variabel moderasi, dapat disimpulkan beberapa temuan penting yang

menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas
laporan keuangan, menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber
daya manusia , semakin baik kualitas laporan keuangan.

2. SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, menandakan
bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang baik meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

3. Pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan,
mengindikasikan bahwa pengawasan yang ketat meningkatkan kepatuhan
terhadap standar akuntansi dan ketepatan waktu pelaporan.

4. Fraud Control Plan memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia
terhadap kualitas laporan keuangan, yang berarti kebijakan anti-fraud
memperkuat hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan kualitas
laporan keuangan.

5. Fraud Control Plan tidak dapat memoderasi pengaruh SPIP terhadap kualitas
laporan keuangan, menunjukkan bahwa efektivitas SPIP dalam menjaga
kualitas laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh kebijakan Fraud Control
Plan.

6. Fraud Control Plan memoderasi pengaruh pengawasan internal terhadap
kualitas laporan keuangan, yang menegaskan bahwa keberadaan kebijakan anti-
fraud memperkuat dampak positif pengawasan internal terhadap kualitas
laporan keuangan.



82

5.2 Keterbatasan Penelitian

Setiap penelitian tentu memiliki keterbatasan yang perlu diakui secara ilmiah agar
dapat menjadi bahan refleksi dan rujukan bagi penelitian di masa yang akan datang.
Keterbatasan dalam penelitian ini mencakup aspek ruang lingkup, metode, dan
pendekatan yang digunakan. Selama penelitian dilakukan, maka dapat ditemukan

beberapa keterbatasan yaitu:

1. Penelitian ini tidak melakukan pembatasan pendidikan minimal responden
sehingga hasil tidak sepenuhnya mencerminkan kualifikasi dalam menjawab
kuesioner.

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada institusi pemerintah, sehingga hasilnya
mungkin belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di sektor lain seperti sektor
swasta atau BUMN.

3. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang cenderung terbatas dalam
menggali aspek kualitatif yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam

mengenai faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka pada bagian ini disampaikan
beberapa saran yang bersifat praktis dan akademis. Saran-saran ini ditujukan
kepada pemangku kepentingan yang relevan, seperti pemerintah, institusi
pendidikan, dan peneliti selanjutnya, dengan harapan dapat memberikan kontribusi
nyata dalam penguatan tata kelola keuangan sektor publik, peningkatan kapasitas
sumber daya manusia, serta pengembangan keilmuan di bidang akuntansi sektor
publik.

5.3.1 Saran untuk Pemerintah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa

saran untuk Pemerintah yaitu:

1. Pemerintah diharapkan dapat menyelenggarakan program pelatihan dan

sertifikasi yang berkelanjutan bagi pegawai yang terlibat dalam penyusunan
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laporan keuangan guna penguatan kompetensi sumber daya manusia. Program
ini harus mencakup aspek teknis akuntansi, regulasi keuangan, serta integritas
dan transparansi dalam pelaporan.

2. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat implementasi SPIP dengan
menetapkan standar evaluasi yang lebih ketat, melakukan audit berkala, serta
memastikan kepatuhan instansi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Mekanisme pengawasan internal hendaknya dapat diperbaiki dengan
meningkatkan independensi auditor internal, memperjelas sistem pelaporan
pelanggaran (whistleblowing system), serta meningkatkan pemanfaatan
teknologi dalam proses audit.

4. Pemerintah perlu menerapkan strategi Fraud Control Plan yang lebih
komprehensif, termasuk peningkatan transparansi, penggunaan teknologi

berbasis artificial intelligence system, serta penguatan sanksi bagi pelanggar.

5.3.2 Saran untuk Institusi Pendidikan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa

saran untuk Institusi Pendidikan yaitu:

1. Institusi pendidikan diharapkan dapat menyesuaikan kurikulum agar lebih
relevan dengan praktik nyata dalam pengelolaan laporan keuangan pemerintah
dan sektor publik, termasuk pengendalian internal dan Fraud Control Plan.

2. Diharapkan mata kuliah yang berkaitan dengan etika profesi dan kepatuhan
terhadap regulasi keuangan perlu diperkuat agar lulusan memiliki kesadaran
tinggi terhadap pentingnya integritas dalam laporan keuangan.

3. Institusi pendidikan diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan lembaga
pemerintah dan institusi keuangan untuk memberikan pengalaman langsung
kepada mahasiswa melalui program magang, studi kasus, atau seminar dengan

praktisi keuangan.

5.3.3 Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa

saran untuk peneliti selanjutnya yaitu:
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1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain, seperti
budaya organisasi, penggunaan teknologi informasi dalam akuntansi, atau jenis
kepemimpinan dalam manajemen pemerintahan, untuk mendapatkan wawasan
yang lebih mendalam.

2. Penelitian di masa depan dapat menggunakan pendekatan metode campuran
(mixed-method) dengan melibatkan wawancara, studi kasus, atau FGD guna
menggali lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan
keuangan.

3. Studi lebih lanjut dapat dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau
sektor industri yang berbeda untuk meningkatkan generalisasi temuan

penelitian.

5.4 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki implikasi bagi pemerintah dan pembuat kebijakan,
terutama dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas laporan keuangan di
sektor publik. Pemerintah dapat memanfaatkan temuan ini sebagai dasar untuk
memperkuat kebijakan terkait peningkatan kompetensi sumber daya manusia
(SDM), optimalisasi sistem pengawasan internal, serta penerapan strategi Fraud
Control Plan yang lebih efektif. Maka dari itu, kebijakan yang dihasilkan dapat
lebih berbasis pada bukti empiris dan berorientasi pada peningkatan transparansi

serta akuntabilitas keuangan.

Bagi organisasi dan praktisi keuangan, penelitian ini menekankan pentingnya
investasi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan penguatan
sistem pengawasan internal sebagai upaya menjaga keandalan laporan keuangan.
Sementara itu, bagi akademisi dan peneliti, temuan ini dapat menjadi referensi
dalam mengembangkan studi lebih lanjut terkait faktor-faktor yang memengaruhi
kualitas laporan keuangan, khususnya dalam konteks sektor publik. Penelitian
selanjutnya dapat memperluas cakupan variabel atau menggunakan pendekatan
yang lebih mendalam untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif

mengenai dinamika pelaporan keuangan dan mekanisme pengendaliannya.
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